GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR NZ?TAHUN 2020

TENTANG
OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan
Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Transfer maupun dari Lain-Lain Pendapatan Daerah
yang Sah, dipandang perlu dukungan dari para pelaku
usaha/investor baik yang akan maupun telah melakukan
usaha/kegiatan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan
menunaikan kewajiban perpajakan dan kewajiban lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap
pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan
tertentu yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dengan
Peraturan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Optimalisasi Penerimaan Pendapatan
Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan  Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas barang Mewah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

vipinaal aengan camscanner



10.

i8N

12.

13.

14.

15.

16.

17.

-3-

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1_4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik .Indoncm.a
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1.4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Per}etapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahur} 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Dipindai dengan CamScanner



-4 -

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemecrintah Daecrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Seclatan Nomor 13
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2007 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011
Nomor 35);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017
Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dacrah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0123
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status
Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban
Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2020 Nomor 123);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.

4. Badan Keuangan Dacrah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan
Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah
Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
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Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada
Negara/Dacrah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara  langsung dan digunakan untuk keperluan Negara/Daerah bagi
scbesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi, massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak invenstasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah PD
atau unit kerja pada PD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya
yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan dan terdaftar di daerah.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan
untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah
pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian
dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual
beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar
Minyak yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair
atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban memungut
PBBKB atas terjadinya transaksi penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dari produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis (penyedia) antara lain
PT. Pertamina dan Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Lainnya atas
bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada lembaga penyalur dan

konsumen langsung.
Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak
termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas
pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
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Npmor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang
diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang terdiri dari 15 (lima
belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6
(enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang pribadi atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam ber}tuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D ad_alah Surat
yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah
Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh Bendahara Umum Daerah.
Ekosistem Keuangan Daerah adalah satu kesatuan pihak-pihak yang berjalin

berkelindan yang dibangun dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan
daerah supaya lebih efektif dan efisien serta mendatangkan manfaat sebesar-

besarnya bagi daerah.

BAB II
OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dibutuhkan sinergitas atau
dukungan dari Para Pelaku Usaha/Investor yang melakukan usaha/pekerjaan

di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Dana Transfer; dan

c. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah.

Bentuk dukungan para pelaku usaha/investor kepada Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan cara selalu patuh dan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dan bukan pajak.

Pasal 3

Setiap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan di Daerah,

wajib memenuhi persyaratan tambahan, antara lain:

a. memiliki NPWP Cabang;

b. melampirkan bukti lunas PKB dan BBNKB atas semua kendaraan bermotor
yang dimiliki/dikuasai;

c. melampirkan bukti lunas PAP; dan

d. melaporkan bukti pembelian/penggunaan BBM.
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(2 Sfetiap pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan di Daerah,
dihimbau untuk membuka rekening pada Bank Daerah;

(3) Untuk memverifikasi Bukti Lunas Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf c, agar berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah.

BAB Il
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Permohonan Perizinan

Pasal 4

(1) Setiap pemohon Perizinan pada PD yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayan'an
perizinan dan non perizinan, wajib melakukan pemenuhan Kewajiban Pajak
Daerah.

(2) Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan persyaratan tambahan dan termasuk dalam pesyaratan dasar pada
pengelompokan persyaratan Perizinan.

(3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa
pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah terhadap setiap kepemilikan/
penguasaan/pemanfaatan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk seluruh
Masa Pajak sebelum diajukannya permohonan perizinan.

Bagian Kedua
Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah

Pasal 5

(1) Setiap pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah pada wajib melakukan
Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah pada PD yang menyelenggarakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah pada
sub bidang pajak daerah dan sub bidang retribusi dan pendapatan lainnya.

(2) Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan persyaratan tambahan dari persyaratan yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa
Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah terhadap setiap kepemilikan/
penguasaan/pemanfaatan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk seluruh Masa Pajak sebelum diajukannya
permohonan Pelayanan Perpajakan Daerah.
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Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 6

(1) Setiap pemohon Perizinan yang melanggar kewajiban scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan
Pelayanan Perizinan sclama pemohon belum melakukan Pemenuhan Kewajiban
Pajak Dacrah.

(2) Sectinp pemohon Pelayanan Perpajakan Dacrah yang melanggar kewajiban
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikenakan sanksi administratif
berupa tidak diberikan Pelayanan Perpajakan Dacrah selama pemohon belum
mclakukan Pemenuhan Kewajiban Pajak Dacrah.

Bagian Keempat
Pengecualian

Pasal 7

Pemenuhan Kewajiban Pajak Dacrah dikecualikan bagi pemohon Perizinan dan
pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah yang terhadap utang pajaknya telah
memperoleh surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak atau surat
persctujuan penundaan pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan Daerah.

BAB IV
Pelaksanaan

Bagian Kesatu
Konfirmasi Dokumen Pemohon Perizinan

Pasal 8

(1) Konfirmasi dokumen pemohon Perizinan dilakukan untuk mengetahui
Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari pemohon perizinan.

(2) Konfirmasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
petugas yang melayani permohonan Perizinan pada PD yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelaksanaan konfirmasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3)
didasari pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pemohon perseorangan
dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk pemohon Badan Usaha.

(4) Kegiatan konfirmasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

dan ayat (3), dilakukan secara sistem tcknologi informasi.

(5) Kegiatan konfirmasi dokumen secara sistem tecknologi informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui pengecekan pada basis data yang
dimiliki PD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan pada sub bidang pajak daerah yang diintegrasikan dengan
sistemn yang dimiliki oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang
penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
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Bagian Kedun
Penelitian Terhadap Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah

Pasal O

(1) Penelitian atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Dacerah dari pemohon Pelayanan
Perpajukan Daerah dilaksanakan oleh petugas yang melayani perpajakan daerah
pada SKPD yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang keuangan pada sub bidang pajuk daerah dan sub bidang retribusi dan
pendapatan lainnya,

(2) Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagnimana dimaksud pada ayat (1), didasari
pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pemohon perorangan dan NPWP"
Cabang untuk pemohon Badan melalui pengecekan pada sistem  informasi
perpajakan Daerah,

BAB V
OPTIMALISASI SISTEM KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Keuangan Dacrah

Pasal 10

(1) Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dan intensifikasi
penerimaan daerah, dibangun dan dikembangkan sistem keuangan daerah yang
bertujuan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan daerah.

(2) Gubernur melalui Badan dan mengikutsertakan perusahaan daerah yang
bergerak dalam  penyelenggara  jasa  keuangan yang  profesional
menyelenggarakan pengembangan sistem keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Sistem keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dikembangkan harus mampu menyajikan pelaporan secara tertib administrasi
sesuai dengan kaidah-kaidah pelaporan dan standar akuntansi.

(4) Sistem keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penerimaan Daerah;

b. Pengeluaran Daerah;

c. Pendapatan Daerah;
d.Belanja Daerah;

e. Pembiayaan Daerah; dan
f. Pinjaman Daerah.

(5) Sistem keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
semua pihak yang terkait dalam suatu hubungan keuangan transaksional
tersentralisasi pada sebuah sistem keuangan yang mandiri, andal, aman dan
modern yang diadakan dan dikelola oleh sebuah lembaga keuangan milik daerah
yang profesional dan terpercaya.

Dipindai dengan CamScanner
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Daginn Kedun
Pihalk Terlibnt

Pasnl 11

Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggarnan sintem keunngnn dnorah meliputl;

a. Pemerintah Dacrah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolann Keuangan Daerah
dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah sebagal penyelenggnrn

pengelolaan keuangan dacrah;

Perangkat dacrah scbagni pengguna anggaran,;

Perusahaan Daerah dan BLUD;

Bank sebagai penyedia jasa dan layanan keuangan utama dacrah; dan

Pihak ketiga sebagai pihak yang bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk
pemenuhan kebutuhan barang dan jasa penyelenggaraan pemerintahan daerah,

o 2 0 <

Bagian Ketiga
Aktivitas-Aktivitas Terlibat

Pasal 12

Aktifitas-aktifitas yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem keuangan daerah
meliputi:

a. Penerimaan daerah;

b. pemungutan pajak dacrah dan retribusi dacrah;

c. penerimaan dacrah lainnya;
d

Transaksi penerimaan, pengeluaran dan transaksi kcuangan lainnya dari
pemerintah daerah kepada perangkat daerah, perusahaan daerah, BLUD, pihak
ketiga dan/atau pihak lainnya maupun scbaliknya;

e. Pengelolaan kas daerah baik untuk menampung penerimaan  maupun
pembayaran pengeluaran;
Payroll dan tunjangan-tunjangan untuk aparatur pemerintahan dacrah;

g. Pengelolaan keuangan untuk Perusahaan Dacrah dan BLUD diantaranya untuk
pembayaran gaji karyawan, penerimaan dan pembayaran jasa dan barang pihak
ketiga dan layanan keuangan lainnya;

h. Penyediaan fasilitas kredit untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah
baik secara mandiri maupun menggunakan sistem sindikasi;

i. Pembayaran retribusi, pengurusan perizinan; dan

j.  Pendanaan Program, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dacrah, termasuk
untuk pembayaran termin, supplier dan lain scbagainya.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Gubernur melalui Badan melakukan monitoring dan evaluasi dan berkoordinasi
dengan PD/Instansi yang terkait.

(2) Monitoring dan ecvaluasi dapat dilakukan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur,
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BADB Vi
KNETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(1 PD vang menvelengarmkan urusan pemetintahan bidang penanaman modal dan
peivelenggaman  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan dan PD yang
menyelengarmkan ingst penunjang urisan pemerintahan bidang keuangan
pada sub bidang pajak daerah dan sub bidang retribusi pendapatan lainnya,

melakukan rekonsilingd secam berkala,
(4] Rekonsialisasi data sebagnimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sccara
sistem melalui pertukaran data,

(J) Retentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekonsialisasi data secbagaimana
dimaksud  pada  avat (1) dan ayat (2), diatur oleh Kepala PD yang
menyvelengarakan urusan  pemerintahan bidang  penanaman  modal  dan
penvelengraman  perizinan dan non  perizinan  dan  Kepala PD  yang
menyelenguarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kcuangan
pada sub bidang pajak dacrah dan sub bidang retribusi dan pendapatan lainnya.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Optember 2029

GUBERNUR ANF'AN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2P OSember 2v20

Pj. SEKRETARI§ DAERAH PROVINSI
CALIM SELATAN;

4
RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR /29
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